
 

 

Ketentuan Pemilihan Caleg dalam UU Pemilu Diuji ke MK 

 

Jakarta, 22 November 2022– Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang perdana pengujian 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Sidang dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan akan 

digelar pada Rabu (23/11), pukul 10.00 WIB. Permohonan perkara nomor 114/PUU-XIX/2022 dimohonkan 

oleh Para Pemohon yang terdiri dari Demas Brian Wicaksono, Yuwono Pintadi, Fahrurozi, Ibnu Rachman 

Jaya, Riyanto. Nano Marijono. 

 

Para Pemohon menguji Pasal 168 ayat (2), Pasal 342 ayat (2), Pasal 353 ayat (1) huruf b, Pasal 386 ayat 

(2) huruf b, Pasal 420 huruf c dan huruf d, Pasal 422, Pasal 424 ayat (2), Pasal 426 ayat (3) UU Pemilu. 

Para Pemohon berpendapat UU Pemilu telah mengkerdilkan atau membonsai organisasi partai politik dan 

pengurus partai politik. Hal tersebut karena dalam hal penentuan caleg terpilih oleh KPU tidak berdasarkan 

nomor urut sebagaimana daftar caleg yang dipersiapkan oleh partai politik, namun berdasarkan suara 

terbanyak secara perseorangan. Model penentuan caleg terpilih berdasarkan pasal a quo telah nyata 

menyebabkan para caleg merasa Parpol hanya kendaraan dalam menjadi anggota parlemen, seolah-olah 

peserta pemilu adalah perseorangan bukan partai politik. 

 

Para Pemohon beragumentasi seluruh pasal yg diuji harus dibatalkan karena mengembalikan perintah 

konstitusi bahwa peserta Pemilu calon anggota DPR dan DPRD adalah partai politik. Kedua, menegaskan 

caleg adalah utusan partai politik dimana partailah yang menyeleksi dan menempatkan ke dalam nomor urut 

dan partailah yang menentukan siapa yang layak terpilih sehingga dapat meningkatkan loyalitas Caleg pada 

institusi partai politik yang selanjutnya dapat menguatkan sistem kepartaian. Ketiga, meningkatkan gairah 

dan semangat untuk menjadi pengurus partai politik.  

 

Para Pemohon juga menjelaskan sistem pemilu saat ini telah menggeser makna peserta Pemilu dari partai 

politik menjadi perseorangan. Sebab, dalam penentuan calon terpilih, partai politik telah kehilangan 

kedaulatannya. Sistem “proporsional terbuka/suara terbanyak perseorangan” pada pokoknya telah 

menempatkan individu sebagai “peserta pemilu sebenarnya”. Partai politik kehilangan maknanya dengan 

hadirnya norma-norma yang liberal, menjunjung tinggi elektabilitas perseorangan daripada sistem 

kepartaian. Oleh karenanya sudah tidak ada bedanya pemilihan DPR/DPRD dengan pemilihan DPD yang 

sejatinya adalah calon perseorangan wakil dari daerah provinsi. (TIR) 

 
Tentang Mahkamah Konstitusi 

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 
perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.  

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang pu,tusannya bersifat final untuk menguji undang-undang 
terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang 
Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas 
pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.  

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman www.mkri.id. Untuk informasi lebih lanjut, silakan 
menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)   

http://www.mkri.id/

